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ABSTRAK 
 

Kebijakan Pendampingan Anak Korban 

bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan pendampingan anak korban 
kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut 
George C. Edward III yang menyatakan untuk melihat suatu implementasi kebijakan 
terdapat empat  faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 
Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi 
menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan pendampingan anak korban kekerasan seksual 
di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik. Hal ini 
dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang baik, sumber daya yang tercukupi, sikap 
pelaksana yang baik dan adanya struktur biroktasi yang jelas. Namun, untuk implementasi 
Kebijakan pendampingan anak korban kekerasan seksual yang lebih optimal, disarankan 
untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial, melakukan 
sosialisasi serta melakukan pengajuan anggaran khusus untuk anak korban kekerasan 
seksual kepada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

Kata kunci: Implementasi, Pendampingan, Korban Kekerasan Seksual, Dinas Sosial  
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ABSTRACT 
 

This research is entitled "Implementation of the Child Victims of Sexual Violence 
Assistance Policy at the Social Service Office of Ogan Ilir Regency in 2021". This study 
aims to describe the implementation of a child assistance Policy for victims of sexual 
violence at the Social Service Office of Ogan Ilir Regency. This study uses a qualitative 
descriptive method using the theory of policy implementation according to George C. 
Edward III which states to see a policy implementation there are four factors, namely 
communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the 
research conducted through interviews, documentation and observations showed that the 
implementation of the Policy for assisting child victims of sexual violence at the Social 
Service of Ogan Ilir Regency in 2021 had been carried out well. This is influenced by the 
existence of good communication, adequate resources, good attitude of implementers and 
the existence of a clear bureaucratic structure. However, for a more optimal 
implementation of the assistance Policy for child victims of sexual violence, it is 
recommended to provide information to the public through social media, conduct 
socialization and submit a special budget for child victims of sexual violence to the 
regional government of Ogan Ilir Regency. 

Keywords: Implementation, Mentoring, Victims of Sexual Violence, Social Service 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam beberapa tahun belakangan ini, dunia sedang mengalami permasalahan yang 

sangat krusial karena adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Covid-19 merupakan 

kumpulan virus yang dapat menyerang sistem pernafasan, infeksi paru-paru, hingga 

menyebabkan kematian. Pada tahun 2020, virus covid-19 masuk ke Indonesia hingga 

membuat angka kematian di Indonesia meningkat secara drastis. Tidak hanya berdampak 

dari sisi kesehatan saja, perekonomian yang semakin menurun, pendidikan yang kurang 

efektif, konflik sosial yang terus bermunculan, perkembangan anak  yang 

mengkhawatirkan karena kasus kekerasan dan banyak lagi dampak-dampak yang terjadi 

pada masa pandemi menjadi permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah maupun 

masyarakat Indonesia.  

Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak 

asasi anak yang di tandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa 

ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat 

internasional. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 

atau wali memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan 

terhadap anak. Jaminan perlindungan terhadap anak yang selama ini diberikan untuk 

mendapatkan perlakukan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam berbagai 

bidang kehidupan, dalam melaksanakan upayanya didasarkan pada prinsip hak asasi 

manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.  

Anak merupakan bagian penting dari suatu negara sebagai generasi yang mampu 

meneruskan perjuangan bangsa. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-
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luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Adanya generasi penerus bangsa, 

maka diperlukan pendidikan, pertumbuhan dan perlindungan untuk mewujudkan 

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan berupa pemenuhan hak-hak anak tanpa 

adanya perlakuan diskriminatif atau tindakan yang buruk dan merugikan anak serta 

menyakiti fisik, mental, maupun sosial anak. Saat ini Indonesia memiliki 85.674.305 anak 

muda, mereka inilah yang akan menjadi pemimpin dan penggerak dalam pembangunan 

Indonesia dengan baik dan bisa mengubah masa depan Indonesia. Untuk itu, agar 

Indonesia memiliki usia yang produktif dan berkualitas di tahun 2030, maka pemerintah 

harus menyiapkan anak yang berkualitas sejak dini.  

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan untuk memberikan jaminan dan 

melindungi anak maupun hak-hak anak agar dapat hidup dengan aman, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan. Perlindungan anak di atur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Tujuan utama dari Undang-Undang tersebut yaitu untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

Pada kenyataannya di Indonesia, masih banyak anak yang belum mendapatkan hak-

haknya. Banyak anak yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk meneruskan 

pendidikan dan bekerja di usia dini. Selain permasalahan ekonomi dan pendidikan yang 

menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah, Indonesia saat ini sedang mengalami 

permasalahan sosial yang sangat mengkhawatirkan dan sangat berpengaruh untuk 

perkembangan bangsa Indonesia.  Di masa pandemi covid-19, kasus kekerasan terhadap 

anak dari tahun 2020 sampai tahun 2021 terus mengalami peningkatan terutama kekerasan 
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seksual. Jenis kekerasan terhadap anak menurut Kantor Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu: 

1. Kekerasan fisik: pukul, tampar, tendang, cubit, dsb. 

2. Kekerasan emosional: kekerasan berupa kata-kata yang menakut-nakuti, 

mengancam, menghina, mencaci dan memaki dengan kasar dan keras.  

3. Kekerasan seksual: pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak 

senonoh/pelecehan organ seksual anak.  

4. Pengabaian dan penelantaran: segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak 

dalam pemenuhan gizi dan pendidikan.  

5. Kekerasan ekonomi (eksploitasi): mempekerjakan anak di bawah umur dengan 

motif ekonomi, postitusi anak.    

Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak saat ini terus terjadi dan banyak 

menyita perhatian masyarakat di Indonesia. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang 

yang tidak bermoral dan tidak bertanggungjawab menimbulkan rasa kekhawatiran orang 

tua karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak. Anak yang masih 

dibawah umur, sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar baik yang 

bersifat negatif bagi dirinya  atau bagi orang lain, jiwanya yang masih labil membuat anak 

belum mengetahui dan belum bisa membedakan mana yang baik atau buruk untuk 

dilakukan.   

Berdasarkan data dari KemenPPA,  angka kekerasan terhadap anak mengalami 

peningkatan dari tahun 2019- 2021. Kekerasan pada anak di tahun 2019 terjadi sebanyak 

11.057 kasus, 11.279 kasus 2020 dan 14.517 kasus di tahun 2021. Kemudian, jika 

dibandingkan berdasarkan jenis kekerasan, kasus kekerasan seksual lebih sering terjadi di 

Indonesia. Kasus kekerasan yang paling banyak dialami dari tahun 2019-2021 adalah 

kekerasan seksual sebesar 45 %, kekerasan psikis 19% dan kekerasan fisik sebesar 18%. 
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Sebagai informasi, kasus kekerasan terhadap anak banyak terungkap melalui media sosial 

dan pada tahun 2021 jumlah aduan yang diterima oleh komnas anak melonjak dua kali 

lipat dari tahun 2020 kemarin. Dalam beberapa bulan ini, sebagian besar kekerasan seksual 

terhadap anak terjadi di tempat tinggalnya sendiri, di sekolah bahkan di lingkungan 

tempatnya bermain/berinteraksi. Hal yang sangat memprihatinkan adalah pelaku dari kasus 

tersebut  dilakukan oleh kerabat terdekatnya sendiri bahkan juga seorang pendidik (guru).  

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang mengalami peningkatan 

dalam kasus kekerasan terhadap anak.  Pada masa pandemi covid-19 angka kasus 

kekerasan di Sumatera Selatan megalami peningkatan baik dari jumlah maupun jenis 

kekerasannya mulai dari kekerasan fisik hingga kekerasan verbal, sehingga peran dari 

semua pihak sangat diperlukan untuk meminimalisis terjadinya kekerasan terhadap anak. 

Berdasarkan penjelasan dari salah satu pekerja sosial yang bertugas menangani kasus anak, 

meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap anak terjadi karena dampak adanya covid-

19. Pembelajaran yang dilakukan secara online membuat anak kurang pengawasan dari 

guru maupun dari orang tua pada saat bermain di lingkungan tempat tinggalnya sehingga 

menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Tidak hanya itu saja, kondisi ekonomi keluarga yang 

semakin menurun juga memicu terjadinya kekerasan terhadap anak karena dampak dari 

kondisi ekonomi yang buruk. Berikut data kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera 

Selatan pada tahun 2019-2020 berdasarkan data dari SIMFONI PPA.   

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Sumatera Selatan  
Tahun 2019-2021 

 

 

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Sumatera 
Selatan pada Tahun 2019-2021 
Sumber: Website SIMFONI PPA   

 
         Berdasarkan data yang sudah penulis dapatkan dari website SIMFONI PPA, jumlah 

kekerasan terhadap anak di Sumatera Selatan mengalami peningkatan pada saat pandemi 

covid-19. Pada tahun 2019 kasus kekerasan di Sumatera Selatan yaitu sebanyak 196 kasus. 

Pada saat tahun 2020, dimasa pandemi angka kekerasan terhadap anak mulai mengalai 

kenaikan lagi yaitu 246 kasus. Di tahun 2021, pandemi  covid-19  yang masih merajalela, 

angka kasus kekerasan di Sumatera selatan sangat tinggi hingga mencapai 288 kasus.  

Memahami penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sangat penting 

untuk memberikan solusi terbaik bagi anak dan hal ini masih menjadi cacatan bagi 

pemerintah. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak untuk dilindungi, 

di damping oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam memperoleh hak-

haknya.  

Anak yang menjadi korban kekerasan harus diberikan penanganan untuk mencegah 

adanya kegagalan keberfungsian sosial seperti terjadinya trauma, kurangnya interaksi 

sosial, terganggunya pertumbuhan fungsi otak, dan hal lainnya. Sehingga dalam 
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memberikan perlindungan terhadap anak yang membutuhkan penanganan khusus serta 

merespon kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia, Kementerian Sosial 

Republik Indonesia (Kemensos) mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia No 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak. Dalam 

melaksanakan program tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) 

melalui Direktorat Jenderal  rehabilitasi sosial anak akan bekerja sama dengan Dinas Sosial 

Daerah, Lembaga Kemasyarakatan Sosial dan mitra kerja lainnya. Rehabilitasi anak adalah 

bagian dari pelayanan sosial yang wajib di sediakan oleh negara untuk memenuhi hak 

anak. Pemenuhan hak-hak anak melalui rehabilitasi anak ini bertujuan untuk mencegah 

terjadinya hambatan dan gangguan keberfungsian sosial anak, sehingga anak dapat tumbuh 

dan berkembang secara normal. Program rehabilitasi anak ini terdiri dari dua kegiatan 

yaitu rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Pelaksanaannya di laksanakan oleh sakti 

pekerja sosial (sakti peksos) di Dinas Sosial. Dalam melaksanakan pendampingan, Dinas 

Sosial bekerjasama dengan pihak kepolisian dan Psikolog Klinis di UPTD Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sehingga terdapat dua 

kementerian yang terlibat dalam progresa tersebut yaitu Kementerian Sosial (Kemensos) 

yang menaungi Dinas Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan 

Anak (KemenPPPA) yang menaungi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan 

Anak (DPPPA) yang kemudian melimpahkan rehabilitasi sosial kepada Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam upaya perlindungan sosial 

terhadap anak sebagai pelaksana teknis.  

Pekerja sosial memiiki tugas membimbing, membantu, melindungi, dan 

mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan 

diri anak,  memberikan pendampingan dan advokasi sosial, membantu proses pemulihan 

dan perubahan perilaku anak, memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum 
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untuk penanganan rehabilitasi sosial anak, mendampingi penyerahan anak kepada orang 

tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat dan melakukan pendekatan kepada 

masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya. Sementara 

P2TP2A bertugas untuk memberikan sosialisasi kepada kabupaten/kota perihal kabupaten 

layak anak, melakukan identifikasi dan memberikan fasilitas untuk penanganan kepada 

anak berupa pelayanan fisik, psikhis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, 

fasilitas pmberdayaan ekonomi, rujukan, konsultasi, dan advokasi.  

Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan merupakan instansi 

yang mengimplementasikan program pendampingan anak termasuk dalam kasus kekerasan 

seksual. Kabupaten Ogan Ilir memiliki satu pekerja sosial dalam pendampingan 

permasalahan anak.  Pekerja sosial (Peksos) menjadi ujung tombak dari Dinas Sosial 

seluruh Indonesia termasuk Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir dimana memiliki tugas 

memberikan dampingan kepada anak dibawah umur yang memiliki permasalahan 

Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pekerja sosial membantu 

menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui Dinas Sosial Kabupaten Ogan 

Ilir dan dibantu oleh lembaga terkait yang khusus menangani masalah yang dihadapi oleh 

anak. Pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual memegang 

prinsip kepentingan terbaik anak, sehingga setiap anak yang yang menjadi korban 

kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan dari negara yang dilakukan oleh 

Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir sebagai wakil negara atau pemerintah. 

Kebijakan pendampingan terhadap anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir menjalankan 3 (tiga) kegiatan yaitu:  

1. Pemberian pendampingan pada setiap proses pengadilan/bantuan hukum 

(advokasi) 

2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan (konseling) 
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3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu 

Pendampingan advokasi yaitu pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial 

pada saat proses persidangan. Dalam pendampingan advokasi, Pekerja sosial memberikan 

pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan keadilan kepada anak dan 

pertimbangan untuk penanganan rehabilitasi sosial anak. Kemudian, kegiatan 

pendampingan konseling yaitu pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial pada saat 

proses pemulihan mental anak, baik itu rehabilitasi mental maupun rehabilitasi sosial anak.  

 Kasus kekerasan yang menjadi pusat perhatian atau sorotan masyarakat di 

Sumatera Selatan terutama Kabupaten Ogn Ilir adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi 

di salah satu pesantren di Kabupaten Ogan Ilir. kasus kekerasan seksual tersebut adalah 

kasus terbesar yang terjadi di Sumatera Selatan pada tahun 2021 dengan jumlah korban 

mencapai 33 anak dalam satu kasus. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan 

Kebijakan pendampingan anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan 

Ilir.   

 Menurut informasi yang sudah di dapatkan dari Pekerja sosial (Peksos) di Ogan 

Ilir, korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ogan Ilir mengalami peningkatan dari 

tahun 2020-2021. Berdasarkan data yang sudah penulis dapatkan, di tahun 2020 terdapat 

62 anak yang memiliki masalah sosial dan tahun 2021 sebanyak 71 anak. Jenis 

permasalahannya pun berbeda-beda, seperti kasus narkoba, kekerasan, pencurian, 

disabilitas, pengangkatan anak maupun kasus lainnya. Kasus kekerasan terhadap anak 

lebih sering terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Berikut adalah jumlah korban kekerasan 

terhadap anak di Kabupaten Ogan Ilir  pada tahun 2020-2021. 
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Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan  
di Kabupaten Ogan IlirTahun 2020 

 

 

Gambar 1.2 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis 
Kekerasan Di Kabupaten Ogan Ilir Pada Tahun 2020 
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir  

 
 

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan  
di Kabupaten Ogan IlirTahun 2021 

 

 
 
Gambar 1.3 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis 
Kekerasan di Kabupaten Ogan Ilir Pada Tahun 2021 
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir 
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Pada tahun 2020, angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ogan Ilir 

mencapai 26 korban. Kekerasan fisik 6 korban, kasus pencabulan 14 korban dan kaus 

persetubuhan 6 korban. Sementara pada tahun 2021, angka kasus kekerasan pada anak di 

Kabupaten Ogan Ilir meningkat secara drastis dengan jumlah 45 korban. Kekerasan fisik 6 

korban, kasus pencabulan 30 korban dan kasus persetubuhan 7 korban. Namun, kasus 

kekerasan yang sering terjadi di Ogan Ilir adalah kasus kekerasan seksual yaitu pencabulan 

dan persetubuhan.  Dalam program pendampingan anak di Dinas Sosial Kabupaten Ogan 

Ilir terdapat beberapa masalah, yaitu: 

1. Selama pandemi covid-19 pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial 

pada saat proses bantuan hukum dilakukan secara online.  

2. Belum adanya kegiatan pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual 

terhadap anak  

3. Belum adanya layanan pelatihan keterampilan untuk korban setelah terminasi 

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti 

secara mendalam bagaimana Dinas Sosial memberikan pendampingan terhadap anak 

korban kekerasan seksual d Kebijakan Pendampingan 

Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 . 

Dengan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan jalan keluar untuk penyelesaian 

masalah yang ada.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pendampingan Anak Korban 

Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan 

Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun 2021. 

D. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

implementor yaitu Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir, pemeritah terkait dan untuk 

masyarakat dalam memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban 

kekerasan seksual.   

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis terhadap kajian ilmu 

administrasi publik terhadap proses implementasi kebijakan publik, khususnya 

terhadap Implementasi Kebijakan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual 

di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Masyarakat  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan pedoman mengenai pendampingan bagi masyarakat 

terkhusus masyarakat Kabupaten Ogan Ilir dalam mengatasi permasalahan-

permasalahan yang terjadi kepada anak terutama anak-anak yang menjadi 

korban kekerasan seksual untuk tahun-tahun selanjutnya, agar pelaksanaan 

pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak mengalami 

kendala apapun.  

b. Bagi Pemerintah  
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Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan pendampingan 

anak korban kekerasan seksual untuk tahun berikutnya, agar dapat 

terlaksana sesuai yang diharapkan. 
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